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ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum dapat diukur dari tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum seseorang. Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus menerus bagi kepentingan rakyat dalam memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk tanda bukti dan pemeliharaannya. Pentingnya pendaftaran tanah adalah menghindari risiko terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai dimana terjadi perselisihan antara warga Kecamatan Kotarih yang berbatasan langsung dengan wilayah usaha Perusahaan Perkebunan PT. Sri Rahayu Agung Kotarih. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling  yaitu penunjukkan langsung secara subjektif oleh peneliti.  Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai dikatakan rendah. Faktor penyebab terjadinya perselisihan sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak Perusahaan PT. SRA Kotarih adalah Pematokan tapal batas wilayah hak guna usaha PT. SRA Kotarih yang masuk ke wilayah permukiman ataupun perkebunan masyarakat tanpa sepengetahuan pemerintahan desa. Cara penyelesaian perselisihan sengketa tanah antara masyarakat kotarih dengan perusahaan melalui non-litigasi dencan cara mediasi. Pemerintah Kecamatan Kotarih telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan perusahaan melalui mediasi dengan mempertemukan pihak perusahaan, BPN dan masyarakat.
Pemerintah kecamatan dan desa sebaiknya tetap menganjurkan masyarakatnya untuk mendaftarkan tanah hak milik ke Badan Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai perlindungan hukum yang pasti terhadap tanah milik masyarakat. 
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SETTLEMENT OF LAND DISPUTES BETWEEN THE PEOPLE OF

KOTARIH AND THE COMPANY OF PT. SRA KOTARIH,
KOTARIH SUB-DISTRICT, SERDANG
IIEDAGAIREGENCY

ABSTRACT

Legal awareness 1S the awareness or values contained in humans about existing
Jaws or about laws that are expected to exisl. Legal awareness can be measured
Jrom a person’s level of legal knowlede, legal understanding, legal atitudes and
patterns of Jegal behavior. Land registration 15 a series of activities carried out by
the State or Government continuously for the benefit of the people in providing
Jegal certanty guaraniees in the land sector ncluding evidence and maintenance.

e importance of land registration is to avoid the sisk of disputes between the
1o parties. As happened in Kotarih Sub-district Serdang Bedagai Regency
where there was a dispute between residents of Kotarih Sub-district which is
directly adjacent 1o the business area of the Plantation Company of PT. Sri

of research used was normative juridical and

Rahayu Agung Kotarih. The type
empirical juridical where the primary data and ‘secondary data obtained in this

reoarch would be analyzed prescriptively and descriptive-qualitatively. The
Sampling technique was to use the purposive sampling method, which was
subjective direct appoinment by the researcher. The level of legal awareness of
the community in the context of land registration in Kotarih Sub-district, Serdang
Bedagai Regency was said 1o be low. FFaclors causing land disputes between the
compunity and the Company of PT. SRA Kotarih was the boundary of the land of
the right to use business of PT. SRA Kotarih that entered the residential areas or
community plantations without the knowledge of the village government. How 1o
vesolve land disputes between municipal communilies and companies through
mediation. The Kotarih sub-district government has made efforts
between the community and the company through mediation
the company, BPN and the community. Sub-district and
o 1o continue to encourage their communities 1o register

thd)Serdang Bedagai Regency Land Agency as a definite legal

non-litigg

land registration




